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The concept of decentralization has gained popularity as a means to 

enhance regional self-governance, but the most recent regions 

established must cope with the challenge of legal consistency in 

policy application. The objective of the current research is to 

evaluate the legal consistency of decentralized policy 

implementations in newly created regions by examining the 

relationship between the national government's legal norms and 

local policy practices in these areas. The research employs a 

qualitative socio-legal method, using a comparative case study 

approach involving some newly autonomous regions. The data for 

the research were gathered through analysis of legal documents, 

policy records, and in-depth interviews with key regional policy 

actors; the researchers also used thematic and comparative analyses 

to work through the data. The results of the research show that legal 

consistency remains irregular, with inconsistencies occurring 

mainly during implementation rather than in the drafting stage. 

Differences in institutional capacity and varying understandings of 

legal responsibilities are the main factors driving these 

inconsistencies. The study makes a significant contribution to the 

understanding of decentralization by placing the spotlight on legal 

consistency as a crucial bridge between the normative frameworks 

and policy practice. It recommends that the effective functioning of 

decentralization depends not only on coherent legal arrangements 

but also on strong institutional mechanisms to ensure consistent 

implementation at the regional level.  
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I. PENDAHULUAN 

Desentralisasi pemerintahan menjadi pilar utama reformasi tata kelola negara, terutama untuk 

mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat (Maulida et al., 2025). Pembentukan daerah otonom 

baru difungsikan sebagai alat untuk mempercepat pembangunan dan memperluas akses layanan publik. 

Namun, perluasan wewenang ini tidak selalu disertai konsistensi dalam penerapan aturan hukum. Di 

lapangan, sering terjadi perbedaan interpretasi dan implementasi kebijakan antar daerah. Hal tersebut 

menjadikan konsistensi hukum sebagai tantangan krusial bagi kelanjutan kebijakan desentralisasi. 

Belakangan ini, isu inkonsistensi hukum semakin menonjol di daerah otonom baru. Analisis oleh 

Barbabella et al. (2022), Setyowati & Quist (2022), dan Helmi (2021) melaporkan bahwa data 

Kementerian Dalam Negeri mengindikasikan bahwa banyak daerah tersebut mengalami 

ketidakselarasan antara peraturan daerah dengan kebijakan nasional. Variasi pelaksanaan kebijakan 
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lokal juga dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan institusional dan pemahaman norma (Salvador & 

Sancho, 2021; Shawoo et al., 2023) dan (Sakdiyah, 2025). Laporan internasional pun mencatat eskalasi 

konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah baru akibat kurangnya harmonisasi regulasi 

(Cvetković et al., 2021; J. H. Yang et al., 2024) dan (Gamu & Soendergaard, 2023). Penelitian akademik 

tentang desentralisasi menjadikan konsistensi hukum sebagai faktor utama untuk memastikan 

keberhasilan kebijakan publik. Studi oleh (Vampa, 2024) dan (Schedler, 2023) mencatat bahwa 

fragmentasi kebijakan muncul akibat ketidakseragaman penerjemahan norma pusat di level subnasional. 

Pada daerah otonom baru, kurangnya internalisasi prinsip hukum nasional dapat memperlebar 

penyimpangan kebijakan (Kapfudzaruwa, 2024; Liao et al., 2023) dan (Cha et al., 2022). Situasi ini 

menggarisbawahi perlunya memperkuat mekanisme konsistensi hukum antarwilayah dalam rancangan 

desentralisasi (Annahar et al., 2023) dan (Lewis, 2023). 

Studi tentang daerah otonom baru lebih banyak menyoroti implementasi kebijakan dari perspektif 

administratif dan fiskal. Studi yang di analisis oleh (Tödtling et al., 2021; Wu et al., 2022) dan (Afzal et 

al., 2021) mengungkap bahwa daerah otonom baru sering kesulitan menyinkronkan kebijakan lokal 

dengan regulasi nasional. Penelitian (Sukardi & Wardana, 2024) dan (Aaronson & Shaffer, 2021) juga 

menekankan inkonsistensi normatif sering muncul dalam proses pembentukan peraturan daerah yang 

seharusnya selaras dengan kerangka hukum nasional. Namun, kajian-kajian ini belum menempatkan 

konsistensi hukum sebagai pusat analisis utama. Dari perspektif politik hukum, pelaksanaan kebijakan 

desentralisasi tak terpisahkan dari dinamika kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Studi oleh 

(Rohidin et al., 2023) dan (Gustafsson et al., 2023) menyatakan bahwa kepentingan politik lokal sering 

membentuk interpretasi dan aplikasi norma hukum. Keterbatasan sumber daya manusia di ranah hukum 

juga ikut merusak konsistensi implementasi kebijakan (Turner, 2021) dan (Zolak Poljašević et al., 2025). 

Meski begitu, penelitian-penelitian ini cenderung lebih menitikberatkan pada dinamika politik 

ketimbang penilaian sistematis atas konsistensi hukum. 

Pendekatan normatif pada studi hukum desentralisasi biasanya menekankan keselarasan peraturan 

daerah dengan hierarki perundang-undangan nasional. Penelitian oleh (Liu et al., 2021) menyoroti 

urgensi kepatuhan daerah terhadap sistem hukum pusat. Namun, pendekatan tersebut sering 

mengabaikan dinamika implementasi kebijakan di tingkat lapangan. Padahal, hal ini menyebabkan celah 

antara norma tertulis dan praktik kebijakan di daerah otonom baru belum tergali secara menyeluruh. 

Beberapa studi terkini mulai menggarisbawahi isu tata kelola pemerintahan daerah serta kepastian 

hukum. Studi oleh (Ndomondo-Sigonda et al., 2021) dan (Coenen et al., 2021) menekankan kebutuhan 

sinkronisasi regulasi untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Riset serupa menghubungkan 

desentralisasi dengan kualitas layanan publik dan stabilitas hukum lokal (Engdaw, 2022; D. Wang et 

al., 2022; Y. Wang et al., 2024) dan (Rodríguez-Pose & Muštra, 2022). Walaupun relevan, penelitian-

penelitian ini belum secara spesifik mengeksplorasi konsistensi hukum pada daerah otonom baru. Hasil 

pemetaan literatur mengungkap keterbatasan dalam pengukuran konsistensi hukum pada pelaksanaan 
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kebijakan desentralisasi. Mayoritas studi masih terpaku pada aspek normatif atau politik, tanpa 

menggabungkan dimensi implementasi secara empiris (Bullock et al., 2021; Geise et al., 2021) dan 

(Sager & Gofen, 2022). Studi komparatif antar daerah otonom baru pun masih minim (Ladner et al., 

2023; Y. Yang et al., 2025) dan (McPhillips et al., 2021). Situasi ini menandakan urgensi pendekatan 

analisis yang lebih terintegrasi dan berbasis konteks. 

Mengacu pada kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konsistensi hukum dalam 

pelaksanaan kebijakan desentralisasi di daerah otonom baru. Secara teoritis, studi ini memperkaya kajian 

hukum dan politik desentralisasi lewat lensa konsistensi hukum. Secara praktis, hasilnya diharapkan 

menjadi acuan bagi pembuat kebijakan guna memperkokoh harmonisasi regulasi antara pusat dan 

daerah. Berdasarkan rumusan itu, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai: Bagaimana konsistensi 

hukum terealisasi dalam implementasi kebijakan desentralisasi di daerah otonom baru? 

II. METODOLOGI 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menerapkan desain kualitatif melalui studi kasus komparatif dalam kerangka socio-legal 

research. Pendekatan tersebut dipilih untuk menggali secara mendalam konsistensi hukum antara norma 

nasional dan pelaksanaan kebijakan desentralisasi di daerah otonom baru. Studi kasus memfasilitasi 

pemeriksaan keterkaitan antara struktur hukum dan praktik kebijakan di berbagai wilayah. Analisis 

komparatif dimanfaatkan untuk mendeteksi perbedaan tingkat konsistensi hukum antar daerah. Desain 

ini memungkinkan analisis kontekstual dan sistematis atas kompleksitas interaksi hukum dan kebijakan. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian meliputi daerah otonom baru yang terbentuk dalam dekade terakhir, yakni fase awal 

penguatan kebijakan desentralisasi. Sampel dipilih secara purposive dengan memerhatikan keragaman 

geografis, kemampuan institusional, serta kematangan regulasi daerah. Penentuan daerah juga 

mengutamakan ketersediaan produk hukum lokal yang sudah diterapkan. Strategi ini mendukung 

analisis komparatif yang tepat sasaran terhadap konsistensi hukum. Oleh karena itu, sampel tersebut 

dianggap representatif dalam merepresentasikan dinamika pelaksanaan kebijakan di daerah baru. 

C. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilaksanakan via studi dokumen, wawancara mendalam, serta penelusuran arsip 

kebijakan. Studi dokumen merangkum undang-undang, peraturan daerah, dan dokumen pelaksanaan 

kebijakan terkait kewenangan desentralisasi. Wawancara ditujukan kepada aktor utama yang berperan 

dalam penyusunan dan implementasi kebijakan daerah. Data pelengkap bersumber dari laporan evaluasi 

pemerintah serta dokumen resmi terkait. Pemanfaatan sumber data beragam ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan validitas hasil melalui triangulasi. 

D. Instrumen Penelitian 
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Instrumen penelitian mencakup pedoman analisis dokumen serta panduan wawancara semi-terstruktur. 

Pedoman analisis dokumen diformulasikan untuk mengukur konsistensi hukum melalui kesesuaian 

norma, keselarasan pelaksanaan, dan keseragaman interpretasi kebijakan. Panduan wawancara dibuat 

guna mengeksplorasi persepsi aktor kebijakan mengenai aplikasi norma hukum di level daerah. 

Instrumen-instrumen ini dikembangkan dari kerangka konseptual studi. Uji coba terbatas dilaksanakan 

untuk menjamin kejelasan dan kerelevanan instrumen. 

E. Prosedur Analisis Data 

Analisis data diterapkan secara kualitatif menggunakan pendekatan tematik dan komparatif. Data yang 

terkumpul dikategorikan melalui pengkodean untuk mengungkap tema pokok seputar konsistensi 

hukum dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil analisis kemudian diperbandingkan antar daerah guna 

mendeteksi pola kesamaan serta perbedaan. Proses ini berjalan iteratif dengan menghubungkan temuan 

empiris ke kerangka konseptual. Metode tersebut menjamin interpretasi data yang sistematis dan 

kontekstual. 

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan 

Penelitian ini dijalankan melalui tahapan terstruktur yang saling terhubung. Tahap pertama melibatkan 

perumusan masalah serta pembentukan kerangka analisis konsistensi hukum. Tahap selanjutnya 

mencakup pengumpulan dan pengolahan data dari daerah sampel. Kemudian, analisis komparatif 

dilakukan untuk mengungkap temuan kunci. Tahap penutup terdiri atas penyusunan kesimpulan dan 

rekomendasi kebijakan dari hasil analisis. 

G. Pertimbangan Etis 

Penelitian ini dilakukan dengan mematuhi prinsip etika penelitian. Semua informan menerima 

penjelasan lengkap tentang tujuan studi serta hak mereka sebagai partisipan. Identitas informan dan 

keamanan data dilindungi sepanjang proses. Data yang dikumpul dibatasi penggunaannya untuk tujuan 

akademik dan analisis ilmiah. Dengan begitu, penelitian ini sesuai standar etika dalam studi hukum dan 

kebijakan publik. 

III. HASIL DAN DISKUSI 

Hasil 

A. Penyajian Data Hasil Penelitian 

Hasil analisis menunjukkan adanya variasi tingkat konsistensi hukum dalam implementasi kebijakan 

terdesentralisasi di daerah otonom baru. Data dikumpulkan dari analisis peraturan daerah, dokumen 

kebijakan, serta wawancara dengan aktor kebijakan di tingkat lokal. Secara umum, ditemukan perbedaan 

dalam kesesuaian norma antara kebijakan daerah dan regulasi nasional. Variasi tersebut tampak pada 

cara daerah menerjemahkan kewenangan desentralisasi ke dalam kebijakan sektoral. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa konsistensi hukum belum terwujud secara merata antar daerah baru.  
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Gambar 1. Pola Konsistensi Hukum dalam Implementasi Kebijakan di Daerah Otonom Baru  

Gambar 1 di atas menampilkan pola variasi konsistensi hukum dalam implementasi kebijakan 

terdesentralisasi di daerah otonom baru. Visualisasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsistensi 

hukum tidak bersifat seragam, melainkan terbagi ke dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah. 

Perbedaan ini merefleksikan variasi kemampuan daerah dalam menyelaraskan norma hukum nasional 

dengan praktik kebijakan lokal. Daerah dengan konsistensi tinggi cenderung memiliki mekanisme 

koordinasi dan pemahaman regulasi yang lebih baik. Sebaliknya, daerah dengan konsistensi rendah 

menunjukkan lemahnya harmonisasi antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan. 

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil analisis difokuskan pada penilaian konsistensi hukum antara norma 

nasional dan kebijakan daerah. Daerah dengan kapasitas kelembagaan yang lebih matang menunjukkan 

tingkat kesesuaian norma yang relatif lebih baik. Sebaliknya, daerah dengan sumber daya hukum 

terbatas cenderung menampilkan variasi interpretasi kebijakan. Perbedaan ini memengaruhi keselarasan 

implementasi kebijakan antarwilayah. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menilai konsistensi 

hukum dapat terjawab secara empiris. 

C. Hasil Analisis Data 

Analisis tematik mengidentifikasi tiga dimensi utama konsistensi hukum, yaitu kesesuaian norma, 

keselarasan implementasi, dan keseragaman interpretasi kebijakan. Pada dimensi kesesuaian norma, 

sebagian daerah menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara peraturan daerah dan regulasi nasional. 

Dimensi keselarasan implementasi memperlihatkan perbedaan signifikan dalam penerapan kebijakan di 

tingkat operasional. Sementara itu, keseragaman interpretasi kebijakan relatif lemah pada daerah yang 

baru membentuk struktur birokrasi. Seluruh daerah sampel dianalisis dengan kerangka dan indikator 

yang sama untuk menjaga konsistensi dan keterbandingan hasil analisis. Temuan ini diperoleh melalui 

triangulasi data dokumen dan wawancara. 
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D. Hasil Utama yang Signifikan 

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi hukum paling menonjol terjadi pada tahap 

implementasi kebijakan, bukan pada perumusan norma. Daerah otonom baru cenderung menyesuaikan 

kebijakan dengan konteks lokal tanpa mekanisme harmonisasi yang memadai. Kondisi ini 

mengakibatkan variasi kebijakan yang signifikan antar daerah meskipun berada dalam kerangka regulasi 

nasional yang sama. Hasil ini menegaskan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya diimbangi dengan 

penguatan konsistensi hukum. Temuan ini menjadi poin krusial dalam evaluasi kebijakan desentralisasi.  

Tabel 1. Ringkasan Tingkat Konsistensi Hukum Antar Daerah Otonom Baru  

Dimensi Konsistensi Hukum Daerah A Daerah B Daerah C 

Kesesuaian Norma Tinggi Sedang Rendah 

Keselarasan Implementasi Sedang Rendah Rendah 

Keseragaman Interpretasi Sedang Sedang Rendah 

Tabel 1 di atas menyajikan ringkasan perbandingan tingkat konsistensi hukum antar daerah otonom baru 

berdasarkan tiga dimensi utama analisis. Data dalam tabel menunjukkan bahwa kesesuaian norma tidak 

selalu diikuti oleh keselarasan implementasi dan keseragaman interpretasi kebijakan. Beberapa daerah 

memperlihatkan tingkat kesesuaian norma yang relatif tinggi, namun masih menghadapi kendala pada 

tahap implementasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa konsistensi hukum bersifat multidimensional 

dan tidak dapat dinilai hanya dari aspek normatif. Oleh karena itu, tabel ini memperkuat argumen bahwa 

implementasi kebijakan merupakan titik kritis dalam desentralisasi. 

Diskusi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi hukum dalam implementasi kebijakan terdesentralisasi 

masih bersifat parsial. Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian dengan menunjukkan bahwa 

kesenjangan antara norma dan praktik merupakan tantangan utama di daerah otonom baru. Implementasi 

kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan pemahaman hukum aktor lokal. Hal ini 

menegaskan bahwa konsistensi hukum tidak hanya ditentukan oleh kerangka normatif, tetapi juga oleh 

proses implementasi. Dengan demikian, konsistensi hukum dalam konteks desentralisasi perlu dipahami 

sebagai proses institusional yang berlangsung secara bertahap, bukan sebagai kondisi yang terbentuk 

secara otomatis. 

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Vampa, 2024) dan (Schedler, 2023) 

yang menyoroti fragmentasi kebijakan dalam sistem desentralisasi akibat lemahnya keseragaman 

penerjemahan norma di tingkat subnasional. Penelitian oleh (Kapfudzaruwa, 2024) serta (Liao et al., 

2023) juga menunjukkan bahwa ketidakharmonisan regulasi sering muncul sebagai akibat dari variasi 

interpretasi hukum di tingkat daerah. Namun, berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, studi ini 

secara eksplisit menempatkan konsistensi hukum sebagai fokus utama analisis, bukan sekadar sebagai 

temuan turunan. Selain itu, berbeda dari kajian normatif yang menitikberatkan pada kesesuaian 

peraturan secara formal, penelitian ini menekankan dimensi implementatif kebijakan di daerah otonom 

baru. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang lebih spesifik dalam 
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memperkaya kajian hukum dan politik desentralisasi. Salah satu temuan yang relatif tak terduga adalah 

adanya daerah dengan tingkat kesesuaian norma yang baik namun implementasi kebijakan yang lemah. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan formal terhadap regulasi tidak selalu menjamin konsistensi 

praktik kebijakan. Faktor koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi 

penjelasan yang memungkinkan. Temuan ini memperlihatkan kompleksitas hubungan antara hukum 

dan praktik pemerintahan daerah. Analisis ini menegaskan pentingnya pendekatan socio-legal dalam 

penelitian desentralisasi. 

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa konsistensi hukum merupakan variabel 

kunci dalam keberhasilan desentralisasi. Studi ini memperluas kajian desentralisasi dengan 

mengintegrasikan perspektif hukum dan implementasi kebijakan. Secara praktis, temuan penelitian 

dapat menjadi dasar perumusan mekanisme harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah. Pemerintah 

dapat memanfaatkan hasil ini untuk memperkuat pembinaan hukum di daerah otonom baru. Implikasi 

ini relevan baik pada level perumusan kebijakan nasional maupun pada tahap implementasi kebijakan 

di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi langsung bagi perbaikan tata 

kelola pemerintahan. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Jumlah daerah sampel terbatas pada 

konteks tertentu sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, pendekatan kualitatif 

bergantung pada interpretasi peneliti terhadap data yang tersedia. Faktor dinamika politik lokal yang 

berubah juga dapat memengaruhi hasil penelitian. Kendati demikian, keterbatasan ini tidak mengurangi 

validitas temuan utama penelitian. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan periode analisis. Pendekatan 

metode campuran dapat digunakan untuk mengombinasikan analisis kualitatif dan kuantitatif. Studi 

lanjutan juga dapat mengkaji hubungan antara konsistensi hukum dan kinerja pelayanan publik. Selain 

itu, penelitian komparatif lintas negara dapat memberikan perspektif yang lebih luas. Rekomendasi ini 

diharapkan dapat memperkaya kajian desentralisasi di masa mendatang. Secara keseluruhan, temuan 

penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya bergantung pada desain 

kelembagaan dan pembagian kewenangan, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum untuk menjaga 

konsistensi dalam menjembatani norma dan praktik kebijakan di tingkat daerah. 

IV. KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsistensi hukum dalam implementasi kebijakan terdesentralisasi 

di daerah otonom baru belum terwujud secara merata. Temuan utama menunjukkan bahwa kesenjangan 

antara norma hukum nasional dan praktik kebijakan daerah terutama muncul pada tahap implementasi, 

yang dipengaruhi oleh variasi kapasitas kelembagaan dan perbedaan interpretasi hukum di tingkat lokal. 

Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya bergantung pada desain normatif 

dan pembagian kewenangan, tetapi juga pada kemampuan institusional daerah dalam menjaga 
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keselarasan antara norma dan praktik kebijakan. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menilai 

konsistensi hukum dalam implementasi kebijakan terdesentralisasi telah terjawab secara empiris. 

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat kajian desentralisasi dengan menempatkan konsistensi 

hukum sebagai variabel kunci yang menghubungkan kerangka normatif dan praktik kebijakan. Secara 

praktis, temuan penelitian memberikan dasar empiris bagi perumusan mekanisme harmonisasi regulasi 

antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya di daerah otonom baru. Keterbatasan penelitian terletak 

pada cakupan wilayah dan pendekatan kualitatif yang digunakan, sehingga hasil belum dapat 

digeneralisasi secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, 

menggunakan pendekatan metode campuran, serta mengkaji hubungan antara konsistensi hukum dan 

kinerja kebijakan publik. 
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